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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 

2016 TENTANG PEMBINAAN PENGEMUDI ANGKUTAN 

UMUM DI KOTA MEDAN 

 
Mussaddad Khairil Azmi 

NPM : 2103100038 

 

Kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki 

jumlah angkutan umum yang cukup signifikan sebagai sarana transportasi 

masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pengemudi angkutan umum, Pemerintah 

Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

bagaimana implementasi Perda tersebut di Kota Medan serta mengidentifikasi 

kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda ini telah berjalan, namun belum 

optimal. Faktor komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan pengemudi dan 

perusahaan angkutan masih perlu diperkuat agar informasi kebijakan tersampaikan 

secara merata. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik personel maupun 

anggaran, menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan secara menyeluruh. 

Program pembinaan seperti pelatihan dan Diklat Abdi Yasa Teladan menjadi 

langkah strategis, tetapi perlu diperluas dan diperkuat agar menjangkau semua 

pengemudi, termasuk yang bekerja secara mandiri. Evaluasi berkala dan penegakan 

hukum yang lebih tegas juga diperlukan untuk memastikan disiplin pengemudi. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi, peningkatan sumber 

daya, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas 

implementasi Perda ini dalam rangka menciptakan pengemudi angkutan umum 

yang profesional dan bertanggung jawab di Kota Medan. 

 

Kata kunci : Implementasi kebijakan, pembinaan pengemudi, angkutan umum, 

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, Kota Medan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Transportasi umum di kota Medan memegang peranan penting dalam 

mendukung mobilitas masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi terkait 

kemacetan lalu lintas, kecelakaan, dan ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas 

sering kali menjadi penghambat dalam menciptakan sistem transportasi yang aman 

dan efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Medan menerapkan 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, yang salah satu fokusnya adalah pembinaan pengemudi 

angkutan umum. Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh dinas perhubungan 

sebagai bentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas perhubungan.  

       Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan meningkatkan kualitas 

pelayanan angkutan umum melalui pembinaan pengemudi secara terkoordinasi 

dan berkesinambungan. Pembinaan ini mencakup penyuluhan, pendidikan, 

pelatihan, dan penghargaan bagi pengemudi teladan. Namun, dalam 

implementasinya, terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan 

ketidakpatuhan pengemudi angkutan umum di Kota Medan.  

       Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya disiplin pengemudi 

angkutan umum. Menurut data dari situs Dinas Perhubungan Kota Medan, tingkat 

kepatuhan pengguna jalan hanya sekitar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas pengemudi tidak mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, seperti 
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berhenti sembarangan, melanggar rambu, dan tidak menaati batas kecepatan.  

       Selain itu, faktor ekonomi juga mempengaruhi perilaku pengemudi. 

Tekanan untuk mendapatkan penumpang sebanyak mungkin dalam waktu singkat 

mendorong pengemudi untuk mengabaikan aturan demi mengejar target 

pendapatan. Situasi ini diperparah dengan persaingan yang ketat antar pengemudi 

dan operator angkutan umum. 

      Kondisi infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak dan 

fasilitas penumpang yang tidak berfungsi dengan baik, juga menjadi hambatan 

dalam pelaksanaan peraturan. Pengemudi seringkali harus berhenti di tempat yang 

tidak semestinya karena kurangnya halte atau terminal yang layak, yang pada 

akhirnya melanggar aturan lalu lintas.  

      Permasalahan lain adalah adanya angkutan umum yang tidak layak namun 

tetap beroperasi. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran 

pelaku usaha angkutan umum untuk mematuhi standar keselamatan. Kendaraan 

yang tidak layak jalan meningkatkan risiko kecelakaan dan menurunkan kualitas 

pelayanan.  

      Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang 

komprehensif, mulai dari peningkatan sosialisasi dan edukasi, penguatan 

pengawasan dan penegakan hukum, perbaikan infrastruktur, hingga pemberian 

insentif bagi pengemudi yang patuh. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi 

terkait, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan angkutan umum yang 

aman, nyaman, dan tertib di Kota Medan. 
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      Berdasarkan fenomena yang terjadi dan peraturan yang diberlakukan 

pemerintah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti 

lebih dalam penelitian ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Di 

Kota Medan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Di Kota 

Medan. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

     tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Di Kota Medan. 

2) Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a) Manfaat secara Akademis, Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), khususnya dalam 

bidang ilmu sosial, administrasi publik. Dengan mengkaji implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 di Kota Medan, penelitian ini dapat 
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memperkaya referensi akademik dan literatur terkait pembinaan pengemudi 

angkutan umum, khususnya dalam konteks kebijakan daerah. Penelitian ini 

juga menjadi acuan bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami dan 

menganalisis kebijakan publik yang berfokus pada peningkatan kualitas 

pelayanan transportasi umum. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah yang 

relevan. 

b) Manfaat secara Praktis, Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis 

bagi Pemerintah Kota Medan dan pemangku kepentingan terkait dalam 

mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum. 

Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini dapat mengidentifikasi 

hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan serta memberikan 

solusi untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan. Hasil penelitian 

ini juga bermanfaat bagi organisasi pengemudi dan masyarakat luas, karena 

membantu menciptakan sistem transportasi umum yang lebih aman, 

berkualitas, dan ramah pengguna. 

c) Manfaat secara Teoritis, untuk mengetahui bagaimana Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengemudi 

Angkutan Umum Di Kota Medan. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan, dan Manfaat Penelitian. 

 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

Pada Bab ini Mengemukan tentang Teori teori yang dilandasi Penelitian yang 

akan menguraikan tentang Kebijakan Publik, Implementasi 

Kebijakan, dan Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini berisi jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, 

Kategorisasi Penelitian, Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan 

Data, Teknik Analisis Data, Waktu Lokasi Penelitian yang akan 

dilakukan dan Deskripsi Lokasi Penelitian. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan dari Penelitian 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Implementasi 

2.1.1 Pengertian Implementasi 

Menurut Rahmat (2017:37) implementasi adalah suatu proses untuk 

menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan 

dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah 

harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut. 

Menurut Harmita & Aly (2023:115) kata implementasi sendiri 

merupakan serapan dari bahasa Inggris yang bermakna melaksanakan. 

Sementara implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi suatu 

proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan dalam suatu tindakan praktis yang 

dapat berdampak baik dari segi pengetahuan, nilai, maupun sikap. Pada 

prinsipnya implementasi merupakan adanya pelaksanaan atau aksi dari rencana 

yang telah direncanakan dengan baik. 

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam  Albari,dkk 

(2019:4) menjelaskan bahwa makna implementasi ini dengan mengatakan 

bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi 

kebijaksanaan, yakni kejadian - kejadian dan kegiatan - kegiatan yang timbul 

setelah disahkannya pedoman - pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup 
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baik usaha - usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan 

akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian - kejadian. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa 

implementasi adalah suatu proses yang melibatkan pelaksanaan atau penerapan 

kebijakan, ide, atau konsep yang telah direncanakan ke dalam tindakan praktis 

yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi tidak 

hanya mencakup pelaksanaan teknis kebijakan, tetapi juga mencakup penilaian, 

evaluasi, dan pengukuran efektivitas kebijakan untuk menilai apakah kebijakan 

tersebut berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata kepada 

masyarakat.  

2.1.2  Unsur unsur Implementasi 

Menurut Sumaryadi dalam Albari,dkk (2019:4) menggemukakan ada 

tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :   

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. Unsur ini merujuk 

pada adanya kebijakan atau program yang telah dirumuskan dan siap 

untuk diimplementasikan. Kebijakan tersebut harus jelas, realistis, dan 

memiliki tujuan yang spesifik agar dapat dilaksanakan dengan efektif. 

Kejelasan dalam perumusan kebijakan akan memudahkan proses 

implementasi dan meminimalkan interpretasi yang berbeda di kalangan 

pelaksana.  

2. Target grup yaitu masyarakat atau individu yang menjadi target 

penerima manfaat dari kebijakan atau program yang dilaksanakan. 
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Identifikasi yang tepat terhadap kelompok sasaran sangat penting untuk 

memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai pihak yang benar-benar 

membutuhkan. Pemahaman mendalam mengenai karakteristik, 

kebutuhan, dan kondisi kelompok sasaran akan meningkatkan relevansi 

dan efektivitas kebijakan. 

3. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk 

bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan 

dari proses implementasi tersebut. 

2.1.3 Model Implementasi 

Teori George C. Edward III dalam Pramono (2020:4-5) berpandangan 

bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:  

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi.  

b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara 

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya 

untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya 

kompetensi implementor dan sumber daya finansial.  

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 
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implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut 

dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau 

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.  

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah 

Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur 

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan 

pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang 

rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak 

fleksibel. 

 

2.2 Kebijakan Publik 

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan publik. Kata 

kebijakan merupakan terjemahan dari kata Inggris policy artinya politik, siasat, 

kebijaksanaan. Kata publik mempunyai makna atau pengertian yang dapat 

berbeda dengan pengertian masyarakat. Perbedaan pengertiannya adalah: 

Masyarakat diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial di mana manusia 
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hidup dan tinggal secara bersama - sama. Di dalam masyarakat tersebut terdapat 

norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan 

anggota - anggotanya. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa 

kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah yang mempunyai dampak terhadap banyak orang. (Heliany, 

2019:35) 

Menurut Dewi (2017:7) Kebijakan publik secara umum adalah arah 

tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau 

sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan publik. Aktor - 

aktor dalam proses pembuatan kebijakan publik terdiri dari dua kelompok yaitu, 

aktor resmi seperti agen - agen pemerintah (birokrat), Presiden (eksekutif), DPR 

(legislatif) dan lembaga peradilan (yudikatif). Sedangkan aktor tidak resmi 

meliputi kelompok - kelompok kepentingan seperti, partai politik dan warga 

negara di negara yang bersangkutan.  

Menurut Muadi,dkk (2016:221)  Kebijakan publik adalah untuk 

penetapan kebijakan - kebijakan pemerintah dan kebijakan negara harus 

dinyatakan dalam bentuk nyata serta harus dilandasi dengan tujuan tertentu 

dalam rangka untuk kepentingan negara dan bangsa.  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik 

adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik 

di tingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk mengatasi persoalan 

publik dan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Kebijakan ini 
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melibatkan aktor resmi, seperti birokrat, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 

serta aktor tidak resmi, seperti kelompok kepentingan, partai politik, dan 

masyarakat umum, yang bersama-sama memengaruhi proses perumusan hingga 

implementasi kebijakan. Selain itu, kebijakan publik harus diwujudkan dalam 

bentuk nyata dan dilandasi oleh tujuan yang jelas untuk kepentingan bangsa dan 

negara, sehingga mampu menciptakan solusi efektif bagi permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat. 

 

2.2.2 Proses Kebijakan Publik 

Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang 

cukup panjang. Thomas R. Dye menguraikan proses kebijakan publik dalam 

beberapa tahapan, di antaranya : (Muadi,dkk, 2016:221)  

1) Identifikasi masalah kebijakan  

2) Penyusunan agenda  

3) Perumusan kebijakan  

4) Pengesahan kebijakan  

5) Implementasi kebijakan  

6) Evaluasi kebijakan. 
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2.3 Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan 

Pengemudi Angkutan Umum, menyatakan :  

a) Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, 

pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi 

angkutan umum.  

b) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara 

terkoordinasi dan berkesinambungan 

c) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui 

Penyuluhan, Pendidikan, Latihan, dan Abdi yasa teladan. 

Menurut Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan 

Organisasi” mengatakan Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau 

pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, 

peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang 

atau peningkatan atas sesuatu. (Iroth dkk, 2021:3) 

Menurut Umasugi (2023:35) Supir Angkutan Umum adalah pengemudi 

yang mengendarakan kendaraan berplat kuning yang mengirimkan barang dan 

jasa maupun orang dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan trayek yang 

telah ditentukan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan 

pengemudi angkutan umum adalah suatu proses yang terorganisir dan 

berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengemudi 
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dalam memberikan pelayanan angkutan umum. Proses ini melibatkan upaya 

penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan pemberian penghargaan, seperti 

program Abdi Yasa Teladan, guna menciptakan pengemudi yang profesional, 

berkompeten, dan beretika dalam melayani masyarakat. Pembinaan ini juga 

mencerminkan adanya tindakan dan upaya pemerintah daerah untuk 

mendukung kemajuan, pertumbuhan, dan peningkatan kualitas pelayanan 

angkutan umum.  

Hal ini sejalan dengan definisi pembinaan menurut Miftah Thoha, yang 

mencakup proses menuju perbaikan atau peningkatan, serta definisi pengemudi 

angkutan umum menurut Umasugi, yang menekankan peran pengemudi dalam 

mengangkut penumpang atau barang secara terorganisir sesuai dengan trayek 

yang ditentukan. Dengan demikian, pembinaan pengemudi angkutan umum 

bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu pengemudi, tetapi 

juga untuk menciptakan sistem transportasi umum yang lebih baik, aman, dan 

dapat diandalkan bagi masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif. Menurut 

Febriana & Mahardika (2022) metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) di mana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan  secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.  

Menurut Kurniawan & Amrizal (2023) metode kualitatif adalah metode 

yang dilakukan untuk membedakan suatu fenomenal yang terjadi di lapangan dan 

menjabarkan temuan dilapangan. Metode deskriptif kualitatif hanya menjabarkan 

situasi dan peristiwa yang ada di lapangan. 

Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang melukiskan, 

mendeskripsikan, serta memaparkan apa adanya kejadian objek yang diteliti 

berdasarkan situasi dan kondisi ketika penelitian itu dilakukan. (Septiani dkk, 

2022:132). 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami, 

menggambarkan, dan menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang terjadi di 

lapangan secara mendalam dan alamiah. Alasan penulis menggunakan metode ini 

karena metode ini cocok digunakan untuk menjelaskan situasi, peristiwa, atau 
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fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan sehingga menghasilkan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Di Kota Medan. 

 

3.2 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep yang akan di deskripsikan dan di gambarkan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2016 Tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Di Kota Medan. Kerangka 

Konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1, Kerangka Konsep 

 

3.3 Definisi Konsep 

Menurut Sari (2023) Definisi Konsep adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak; kejadian keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian ilmu social atau abstrak karakteristik jumlah kejadian, 

keadaan kelompok atau individu. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini 

adalah : 

Peraturan Daerah Nomor 

9 Tahun 2016 tentang 

Pembinaan Pengemudi 

Angkutan Umum 

Implementasi Pembinaan 

Pengemudi Angkutan 

Umum di kota medan 

Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan untuk mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan, 

yaitu 

1) Adanya Komunikasi 

2) Adanya Sumber Daya 

3) Adanya program atau kebijakan 

yang dilaksanakan 

4) Adanya Target Group 

Tercapainya keberhasilan 

Pembinaan Pengemudi 

Angkutan Umum di Kota 

Medan 
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a. implementasi adalah suatu proses yang melibatkan pelaksanaan atau 

penerapan kebijakan, ide, atau konsep yang telah direncanakan ke 

dalam tindakan praktis yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

b. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang 

diambil oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang 

bertujuan untuk mengatasi persoalan publik dan memberikan 

dampak yang luas kepada masyarakat. 

c. Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum adalah suatu proses yang 

terorganisir dan berkesinambungan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pengemudi dalam memberikan pelayanan 

angkutan umum. 

 

3.4 Kategorisasi Penelitian  

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas 

dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi dalam 

penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan mengelompokkan informasi 

berdasarkan tema yang muncul dari data. Kategoriasi dalam penelitian ini adalah  

a) Adanya Komunikasi, dengan mendeskripsikan sejauh mana 

informasi terkait kebijakan atau program yang disampaikan pihak 

dishub dengan jelas dan dipahami oleh pengemudi angkutan umum 

dan stakeholder 

b) Adanya Sumber Daya, dengan mendeskripsikan ketersediaan 
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sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti 

tenaga kerja, fasilitas, dana dan waktu. 

c) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, dengan 

mengukur konsistensi dan relevansi pelaksanaan kebijakan sesuai 

dengan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016. 

d) Adanya Target Group, mendeskripsikan sejauh mana kelompok 

sasaran yaitu pengemudi angkutan umum menerima, memahami, 

dan merasakan dampak dari kebijakan yang diterapkan. 

 

3.5 Narasumber  

Menurut Heryana (2018:4) Pengertian informan adalah subyek penelitian 

yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian. Dengan kata lain untuk melengkapi data dalam 

penelitian ini, maka peneliti membutuhkan informan untuk memberikan informasi 

terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Di Kota Medan. Adapun 

Informan/narasumber dalam penelitian ini adalah  

a. Nama  : Ranto Agustinus Simanungkalit 

Alamat  : Jl.Pinang Baris No.104 

Jabatan : Kepala Seksi Angkutan Jalan Dishub 

Umur   : 52 Tahun 

b. Nama  : Surya Febrian Anggia 

Alamat  : Jl.Amal No.75 B 
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Jabatan : Pranata Komputer Utama Seksi Angkutan Jalan Bidang 

Lalu Lintas dan angkutan Dinas Perhubungan 

Umur   : 37 Tahun 

c. Nama  : Nurmalinda Pane, SE 

Alamat  : Jl.Air Hakim gg.Kolam 

Jabatan : Pengawas satuan pelayanan 

Umur   : 55 Tahun 

d. Nama  : Norman Soni 

Alamat  : Jl.Bungaraya gg.mangga 

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran 

Umur   : 58 Tahun 

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono dalam Suryani, dkk (2019:2) “teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar yang ditetapkan”. Adapun teknik pengumpulan data yang 

dilakukan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 
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dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, 

jurnal penelitian terdahulu, dan pendapat dari para ahli. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2020:368 - 371) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam 

pola (hubungan antar kategori), memilih mana yang penting dan akan di pelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Adapun tahapan tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema, dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data. 
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b. Penyajian data 

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang 

memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan dan sejenisnya. (Zulfirman, 2022:150) 

c. Penarikan Kesimpulan 

Menarik kesimpulan dan verifikasi adalah makna dari data yang 

telah disajikan. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian 

dikelompokan ke dalam berbagai kategori yang berkaitan dengan 

topik penelitian. (Muliaan, dkk, 2024:145 – 150) 

 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan, Jl. Pinang 

Baris, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan 

waktu penelitian pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025. 

 

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian 

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan 

Sebelum tahun 2002, Dinas Perhubungan Kota Medan 

dikenal dengan nama Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Raya (LLAJR), yang merupakan bagian dari instansi LLAJR tingkat 

Provinsi Sumatera Utara. Perubahan struktur kelembagaan ini 
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terjadi seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 2002, yang mengatur mengenai pelimpahan sebagian 

kewenangan pemerintah pusat di bidang lalu lintas dan angkutan 

jalan kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota. Sejak saat itu, instansi ini resmi dikenal dengan 

nama Dinas Perhubungan Kota Medan (Dishub Kota Medan) dan 

beroperasi di bawah kewenangan pemerintah daerah. 

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan  

Adapun visi dan misi dari Dishub Kota Medan sebagai berikut: 

1. Visi Dishub Kota Medan adalah tencapainya transportasi 

kota Medan yang handal, nyaman dan manusiawi di 

Sumatera Utara. 

2. Misi Dishub Kota Medan adalah: 

a) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik 

aparatur maupun masyarakat. 

b) Mewujudkan sistem angkutan masal terpadu.  

c) Menyediakan aksesibilitas transportasi bagi semua 

golongan. 

d) Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kinerja pelayanan 

transportasi. 

e) Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan 

ramah. 
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3.9.3 Logo dan Makna Dinas Pehubungan 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2, Logo Dinas Pehubungan 

Lambang Kementerian Perhubungan adalah gambar atau 

tanda sebagai pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur serta 

merupakan pengejawantahan keluhuran missi KEMENHUB dalam 

keikut sertaan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.  

Lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang 

menggambarkan satu kesatuan, kekompakan dan keterpaduan dalam 

melaksanakan tugas yang diemban Kementerian Perhubungan untuk 

mencapai cita-cita Bangsa dan Negara. Adapun makna dari logo 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Roda bergerigi berarti matra perhubungan darat.  

2. Jangka berarti matra perhubungan laut. 

3. Burung garuda berarti matra perhubungan udara. 

4. Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa perhubungan. 

5. Makna logo biru langit berarti kedamaian, dan kuning berarti 

keagungan. 
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3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3, Struktur Organisasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Pada bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari 

para informan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan 

Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan.  

Data yang ditampilkan dalam bab ini merupakan hasil dari kegiatan 

pengumpulan data di Dinas Perhubungan Kota Medan. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui metode wawancara kepada 

sejumlah informan yang dipilih berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik 

penelitian.  

Penulis berupaya untuk menggali berbagai informasi melalui proses tanya 

jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, 

pengalaman, dan keterlibatan dalam pembinaan pengemudi angkutan umum di 

Kota Medan. Informasi yang diperoleh melalui wawancara ini menjadi dasar utama 

dalam penyusunan analisis dan pembahasan dalam bab ini.  

Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada rumusan masalah yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Selain sebagai sarana untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, wawancara juga digunakan untuk memperoleh data tambahan yang 

dapat mendukung dan memperkuat hasil penelitian. Jawaban dari para informan 
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dijadikan sebagai bahan analisis untuk memahami implementasi kebijakan secara 

lebih komprehensif.  

Pengumpulan data dilaksanakan dalam rentang waktu kurang lebih 1 

Minggu. Selama proses tersebut, peneliti secara aktif melakukan observasi dan 

wawancara mendalam guna memperoleh data yang akurat dan relevan. Seluruh data 

yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk ditarik 

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.  

 

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara 

4.2.1 Adanya Komunikasi 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ranto Agustinus 

Simanungkalit sebagai Kepala Seksi Angkutan Jalan Dishub Kota Medan pada hari 

Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, komunikasi antara Dinas 

Perhubungan dengan pengemudi dan pengusaha angkutan umum memang sudah 

terbangun, terutama dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 

2016. Komunikasi ini awalnya terbentuk dari proses perizinan, karena setiap 

pengusaha angkutan tidak dapat menjalankan operasionalnya tanpa izin dari 

pemerintah. Dari situ, sudah terjadi koordinasi yang membuka ruang komunikasi 

antara pemerintah dan pelaku usaha angkutan.  

Komunikasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terus dijaga 

melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan, edukasi, dan pelatihan. Salah satu 

tujuannya adalah agar perusahaan maupun pengemudi memahami aturan yang 
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berlaku dan dapat menjalankannya sesuai ketentuan. Pemerintah juga berperan 

bukan hanya untuk menindak jika ada pelanggaran, tetapi juga untuk mengayomi 

dengan cara memberikan pemahaman secara terus menerus. Pelaksanaan kebijakan 

masih menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya berupa keberadaan kendaraan 

angkutan yang belum terdaftar secara resmi serta tidak melaksanakan uji KIR sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, banyak pengemudi yang bukan karyawan tetap atau bukan mitra 

perusahaan. Mereka hanya datang, membawa kendaraan, lalu langsung beroperasi, 

tanpa melalui proses pelatihan atau briefing dari perusahaan. Hal ini membuat 

penyampaian informasi menjadi tidak merata, karena sistem kerja di lapangan 

belum rapi dan kesadaran pengemudi terhadap aturan masih rendah. Untuk 

mengatasi hal itu, komunikasi terus dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya 

adalah memanfaatkan media sosial, media cetak, media elektronik, bahkan 

spanduk, untuk menyebarkan informasi penting. Selain itu komunikasi formal juga 

tetap berjalan melalui surat resmi yang dikirimkan langsung ke perusahaan 

angkutan. Saat ingin mengadakan kegiatan seperti pelatihan atau razia, informasi 

terlebih dahulu diumumkan agar semua pihak bisa mengetahui dan mempersiapkan 

diri. Respons dari para pengemudi terhadap upaya komunikasi ini cukup baik.  

Sebelum masa pandemi, kegiatan pembinaan rutin yang diadakan setiap 

tahun selalu mendapat antusiasme tinggi dari pengemudi, bahkan banyak yang 

berharap kegiatan tersebut terus dilanjutkan. Ketika pandemi melanda dan kegiatan 

tatap muka dihentikan, penyampaian informasi tetap berjalan melalui media sosial 
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dan platform digital. Melalui berbagai cara tersebut, komunikasi antara pemerintah 

dan pengemudi tetap terjaga agar aturan yang ada bisa dijalankan dengan baik. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Febrian 

Anggia sebagai Pranata Komputer Utama Seksi Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas 

dan angkutan Dinas Perhubungan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau 

mengatakan bahwa, komunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan 

pengemudi angkutan umum dalam rangka pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2016 

sudah dilakukan sejak awal proses operasional kendaraan. Komunikasi tersebut 

dimulai dari tahap pendaftaran kendaraan oleh perusahaan angkutan. Dari proses 

itu, Dinas dapat mengetahui informasi penting seperti jenis kendaraan, rute 

operasional, serta jumlah kendaraan yang dimiliki perusahaan. Setelah data 

terkumpul, barulah izin operasional bisa direkomendasikan. Proses ini secara 

langsung menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan pihak pengusaha 

angkutan.  

Selain itu, komunikasi juga dijalankan melalui kegiatan pelatihan dan 

edukasi yang ditujukan kepada pengemudi. Salah satu bentuknya adalah pelatihan 

seperti program Abdi Yasa Teladan. Dalam kegiatan ini, pengemudi diberi 

pemahaman ulang mengenai pentingnya keselamatan, rambu lalu lintas, serta tata 

tertib berkendara. Harapannya, pengemudi yang sudah mengikuti pelatihan bisa 

menyebarkan pengetahuan tersebut kepada rekan-rekannya di lapangan, sehingga 

komunikasi dan informasi tidak hanya berhenti di satu titik, tetapi meluas secara 

informal. Dinas Perhubungan juga menghadapi beberapa kendala dalam 

menyampaikan informasi. Masih banyak kendaraan angkutan yang tidak terdaftar 
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secara resmi dan pengemudinya bukan bagian dari sistem kerja yang jelas. Banyak 

dari mereka hanya datang, mengambil kendaraan, dan langsung bekerja tanpa 

pembekalan terlebih dahulu. Situasi ini menyulitkan proses pembinaan dan 

membuat komunikasi menjadi tidak merata.  

Untuk mengatasi hal tersebut, komunikasi juga dilakukan melalui media 

sosial dan media massa. Informasi disampaikan lewat Instagram resmi Dishub, 

media cetak, elektronik, bahkan spanduk. Ketika kegiatan tatap muka seperti 

pelatihan tidak bisa dilaksanakan, seperti saat pandemi COVID-19, media digital 

menjadi alternatif utama agar informasi tetap tersampaikan. Sosialisasi juga 

dilakukan secara formal melalui surat kepada perusahaan-perusahaan angkutan. 

Dengan begitu, komunikasi tetap berjalan dalam berbagai bentuk demi memastikan 

bahwa isi Perda No. 9 Tahun 2016 dapat dipahami dan diterapkan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurmalinda Pane, SE 

sebagai Pengawas satuan pelayanan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau 

mengatakan bahwa, komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan para pengemudi 

serta pengusaha angkutan umum di Kota Medan telah terjalin cukup baik, 

khususnya dalam konteks pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016. 

Komunikasi ini awalnya muncul dari proses perizinan operasional, yang secara 

tidak langsung menciptakan hubungan koordinatif antara pihak pemerintah dan 

pelaku usaha angkutan. Komunikasi tersebut kemudian berkembang, tidak hanya 

dalam bentuk administratif, tetapi juga melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan, 

dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku.  
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Dinas Perhubungan terus berupaya menjaga komunikasi ini, termasuk 

dengan menyebarkan informasi lewat berbagai media seperti media sosial, surat 

resmi, spanduk, hingga pemberitahuan elektronik. Upaya ini dilakukan agar 

informasi mengenai kebijakan dan kegiatan, seperti pelatihan atau pemeriksaan, 

dapat diterima oleh seluruh pengemudi. Meski di lapangan masih terdapat 

tantangan, seperti pengemudi yang tidak terikat secara formal dengan perusahaan, 

komunikasi tetap diintensifkan. Secara umum, pengemudi menunjukkan respons 

yang positif terhadap pola komunikasi yang diterapkan pemerintah. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Norman Soni 

sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau 

mengatakan bahwa, komunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan 

para pengemudi angkutan umum telah dilakukan secara terstruktur sejak awal 

proses operasional kendaraan. Tahapan awal interaksi berlangsung melalui proses 

pengajuan izin yang mensyaratkan setiap perusahaan angkutan untuk melakukan 

pendaftaran armada serta rute operasional yang akan dijalankan. Melalui 

mekanisme tersebut, Dinas memperoleh data yang menjadi dasar untuk 

membangun komunikasi lebih lanjut. Selain melalui jalur administrasi, komunikasi 

juga dikembangkan lewat pelatihan dan penyuluhan, seperti program Abdi Yasa 

Teladan yang bertujuan memberikan pembekalan kepada pengemudi terkait 

keselamatan dan peraturan lalu lintas. Meskipun terdapat hambatan, seperti 

banyaknya pengemudi yang bekerja secara lepas tanpa pembinaan awal, Dinas tetap 

mengupayakan penyebaran informasi melalui berbagai media baik cetak, 

elektronik, maupun digital. Dengan pendekatan ini, komunikasi antara pemerintah 
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dan pelaku transportasi umum diharapkan tetap berjalan dan mendukung 

implementasi Perda No. 9 Tahun 2016 secara menyeluruh. 

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber dapat disimpulkan 

bahwa, komunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan para pengemudi 

serta pengusaha angkutan umum telah terbangun dengan cukup baik dalam rangka 

implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi 

Angkutan Umum. Komunikasi ini bermula dari proses perizinan operasional 

kendaraan, yang menjadi pintu awal terbentuknya hubungan koordinatif antara 

pemerintah dan pelaku usaha. Selanjutnya, komunikasi berkembang dalam 

berbagai bentuk, baik secara formal maupun informal, melalui kegiatan pelatihan, 

pembinaan, serta penyuluhan yang rutin dilakukan. Upaya komunikasi juga 

diperluas melalui pemanfaatan berbagai media, seperti media sosial resmi Dishub, 

media cetak dan elektronik, hingga spanduk dan surat resmi kepada perusahaan.  

Program pelatihan seperti Abdi Yasa Teladan menjadi salah satu sarana 

penting untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada pengemudi. 

Meskipun demikian, masih terdapat kendala signifikan, seperti keberadaan 

pengemudi yang bekerja secara tidak tetap atau tidak terikat dengan perusahaan, 

serta banyaknya kendaraan angkutan yang belum terdaftar dan tidak menjalani 

proses uji KIR. Kondisi ini menyebabkan penyampaian informasi belum 

sepenuhnya merata. Namun, secara umum, para pengemudi merespons positif 

terhadap upaya komunikasi yang dilakukan pemerintah. Antusiasme dalam 

kegiatan pembinaan sebelum pandemi, serta keterbukaan terhadap informasi 

melalui media digital saat kegiatan tatap muka tidak memungkinkan, menunjukkan 
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bahwa komunikasi yang dibangun oleh Dinas Perhubungan telah berkontribusi 

dalam memperkuat pemahaman dan implementasi regulasi di lapangan. 

 

4.2.2 Adanya Sumber Daya 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ranto Agustinus 

Simanungkalit sebagai Kepala Seksi Angkutan Jalan Dishub Kota Medan pada hari 

Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan memiliki 

sumber daya yang cukup memadai untuk mendukung implementasi Peraturan 

Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. 

Sumber daya yang dimaksud mencakup tenaga kerja, anggaran, serta fasilitas 

penunjang, yang semuanya saling berkaitan dan mendukung pelaksanaan tugas di 

lapangan. Dari sisi tenaga kerja, Dinas Perhubungan Kota Medan didukung oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keahlian teknis, termasuk 

lulusan dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).  

Tenaga ahli ini memiliki kompetensi dalam bidang perambuan, pemarkaan 

jalan, analisis volume lalu lintas, serta pengkajian transportasi secara menyeluruh. 

Kehadiran tenaga ahli tersebut memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk 

pemasangan rambu dan pengaturan lalu lintas, dilakukan berdasarkan kajian teknis 

yang matang, bukan sekadar tindakan sembarangan. Selain itu, dari segi anggaran, 

program-program yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan disesuaikan dengan 

kebutuhan lapangan. Meskipun anggaran yang tersedia tidak selalu besar, 

pemanfaatannya dilakukan secara efektif melalui kerja sama lintas instansi. 
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Fasilitas yang dimiliki juga cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan 

pelatihan dan pembinaan, termasuk sarana untuk pelatihan teknis maupun non-

teknis bagi para pengemudi.  

Dinas Perhubungan juga rutin menyelenggarakan pelatihan selama 3 hingga 

5 hari bagi para pengemudi angkutan umum. Materi pelatihan tidak hanya 

mencakup aturan lalu lintas, tetapi juga pelayanan penumpang, keselamatan 

berkendara, hingga penanganan kecelakaan. Untuk menyiasati keterbatasan sumber 

daya internal, Dinas Perhubungan menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti 

Jasa Raharja, Satlantas Polrestabes Medan, dan psikolog. Kolaborasi ini sangat 

membantu dalam memperluas jangkauan serta kualitas pelatihan yang diberikan. 

Dengan demikian, meskipun ada tantangan berupa keterbatasan sumber daya, Dinas 

Perhubungan Kota Medan telah menunjukkan bahwa melalui kombinasi tenaga 

ahli, pemanfaatan anggaran secara tepat, fasilitas yang mendukung, serta kerja sama 

lintas sektor, implementasi Perda No. 9 Tahun 2016 tetap dapat berjalan dengan 

baik dan berkelanjutan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Febrian 

Anggia sebagai Pranata Komputer Utama Seksi Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas 

dan angkutan Dinas Perhubungan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau 

mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan dinilai memiliki ketersediaan 

sumber daya yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Sumber 

daya tersebut meliputi aspek sumber daya manusia, sarana pendukung, serta sistem 

pelatihan yang senantiasa ditingkatkan. Dari sisi personel, Dinas Perhubungan 
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secara berkala memperoleh tambahan tenaga kerja, khususnya dari lembaga 

pendidikan di bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat 

(STTD), yang telah dibekali kompetensi sesuai kebutuhan teknis di lapangan, 

termasuk dalam pemanfaatan teknologi transportasi dan penerapan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).  

Kehadiran tenaga kerja profesional ini turut berkontribusi terhadap 

peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan transportasi di Kota Medan. Selain 

itu, Dinas Perhubungan juga secara konsisten menyelenggarakan program 

pelatihan, baik bagi pengemudi maupun bagi pegawai internal. Pelatihan teknis 

yang diselenggarakan oleh instansi pusat diikuti oleh sejumlah staf, dan hasil 

pelatihan tersebut disebarluaskan kepada pegawai lainnya melalui mekanisme 

transfer pengetahuan.  

Hal ini mencerminkan adanya upaya penguatan kapasitas sumber daya 

manusia yang berkelanjutan. Di samping itu, Dinas juga didukung oleh fasilitas 

pelatihan yang memadai serta menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai 

pihak seperti Jasa Raharja, Kepolisian Lalu Lintas, akademisi, dan organisasi 

profesi seperti Organda. Kolaborasi ini memungkinkan materi pembinaan 

mencakup berbagai dimensi, mulai dari aspek hukum, teknis, hingga psikologis. 

Sinergi antara sumber daya manusia yang kompeten, sarana yang mendukung, serta 

kerja sama antarinstansi menjadi fondasi penting dalam menjamin keberhasilan 

implementasi Peraturan Daerah secara optimal dan berkesinambungan. 
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Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurmalinda Pane, SE 

sebagai Pengawas satuan pelayanan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau 

mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki sumber daya yang 

cukup untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016. Sumber 

daya tersebut mencakup tenaga kerja yang berkompeten, dukungan anggaran yang 

dikelola secara efektif, serta fasilitas pelatihan yang memadai. Personel yang 

terlibat sebagian besar merupakan lulusan lembaga pendidikan transportasi, 

sehingga memiliki keahlian teknis yang relevan, seperti pengelolaan lalu lintas dan 

perencanaan transportasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya internal disiasati 

dengan menjalin kerja sama bersama instansi lain seperti Jasa Raharja dan 

kepolisian. Kolaborasi ini turut menunjang pelaksanaan pelatihan dan pembinaan 

bagi pengemudi secara berkelanjutan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Norman Soni 

sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau 

mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan dinilai memiliki ketersediaan 

sumber daya yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Sumber 

daya tersebut mencakup unsur sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas 

penunjang yang memadai, serta sistem pelatihan yang senantiasa ditingkatkan 

kualitasnya. Dari aspek personel, Dinas Perhubungan secara berkala memperoleh 

tambahan tenaga dari lembaga pendidikan transportasi seperti Sekolah Tinggi 

Transportasi Darat (STTD), yang telah dibekali keahlian teknis sesuai kebutuhan 

operasional, termasuk penguasaan teknologi transportasi dan penerapan sistem 
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pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, pelatihan teknis diselenggarakan 

secara rutin, baik untuk pengemudi angkutan umum maupun bagi pegawai internal.  

Hasil pelatihan yang diperoleh dari lembaga pemerintah pusat kemudian 

disebarluaskan melalui proses transfer pengetahuan antarpersonel. Upaya ini 

menunjukkan komitmen terhadap penguatan kapasitas sumber daya manusia secara 

berkelanjutan. Di sisi lain, dukungan fasilitas pelatihan serta kerja sama dengan 

berbagai pihak seperti Jasa Raharja, Kepolisian Lalu Lintas, akademisi, dan 

organisasi profesi seperti Organda, turut memperkaya materi pembinaan. 

Kolaborasi tersebut memungkinkan penyampaian materi secara komprehensif, 

mencakup aspek teknis, hukum, hingga psikologis, yang pada akhirnya 

memperkuat efektivitas implementasi Peraturan Daerah secara optimal. 

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber dapat disimpulkan 

bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki ketersediaan sumber daya yang 

relatif memadai dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Ketersediaan ini meliputi 

aspek sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana penunjang yang 

mencukupi, serta sistem pelatihan yang terus dikembangkan. Tenaga kerja yang 

dimiliki oleh Dinas sebagian besar berasal dari institusi pendidikan transportasi 

yang memiliki keahlian teknis, seperti pengaturan lalu lintas, pemanfaatan 

teknologi, dan penerapan sistem berbasis elektronik. Selain itu, pelatihan dan 

pembinaan secara rutin diselenggarakan baik untuk pengemudi maupun bagi 

pegawai internal, guna memperkuat kapasitas dan profesionalitas kerja.  
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Meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya 

internal, hal tersebut diatasi melalui kerja sama lintas instansi, seperti dengan Jasa 

Raharja, Satlantas Polrestabes Medan, akademisi, dan organisasi profesi seperti 

Organda. Kolaborasi ini memungkinkan pelaksanaan pembinaan secara lebih luas, 

menyeluruh, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara tenaga kerja 

profesional, dukungan fasilitas, serta kemitraan antarlembaga menjadi faktor 

penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Perda secara optimal di Kota 

Medan. 

 

4.2.3 Adanya Program atau Kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ranto Agustinus 

Simanungkalit sebagai Kepala Seksi Angkutan Jalan Dishub Kota Medan pada hari 

Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan telah 

memiliki dan menjalankan berbagai program serta kebijakan sebagai bagian dari 

implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi 

Angkutan Umum. Salah satu program utama yang diterapkan adalah Abdi Yasa 

Teladan, yaitu program pembinaan dan pelatihan yang ditujukan bagi pengemudi 

angkutan umum seperti pengemudi angkot, taksi, dan mitra angkutan lainnya. 

Program ini bertujuan untuk membentuk pengemudi yang disiplin, tertib, dan 

mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga dapat 

menjadi teladan bagi pengemudi lainnya. Selain program pembinaan, Dishub Kota 

Medan juga mendukung kebijakan nasional dalam hal pengurangan emisi dan 
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pengembangan transportasi ramah lingkungan. Salah satu bentuk nyata dari 

kebijakan ini adalah mulai dioperasikannya bus listrik di Kota Medan, sebagai 

bagian dari upaya menuju kota yang lebih modern dan berwawasan lingkungan 

(smart city).  

Kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam menata sistem 

transportasi publik yang lebih tertib, aman, dan efisien. Dalam pelaksanaannya, 

Dishub juga menerapkan sistem evaluasi secara berkala terhadap efektivitas 

program-program yang sudah berjalan. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali 

dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan Satpol PP. Pemeriksaan 

dilakukan mulai dari uji kendaraan bermotor (untuk memeriksa rem, kaca, lampu, 

dan kelayakan kendaraan) hingga menilai kembali pengemudi yang pernah 

mengikuti pelatihan.  

Jika ditemukan pelanggaran atau catatan buruk, maka pengemudi tersebut 

bisa dikeluarkan dari kegiatan pelatihan selanjutnya. Untuk mengatasi masalah 

ketidaktertiban di lapangan, seperti konflik antar pengemudi atau pelanggaran rute, 

Dishub juga mengadakan sosialisasi rutin dan bekerja sama dengan pihak-pihak 

lain, termasuk psikolog, untuk membina pengemudi dari sisi mental dan emosional. 

Ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan tidak hanya 

berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menyasar peningkatan kualitas sumber daya 

manusia pengemudi angkutan umum secara menyeluruh. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Febrian 

Anggia sebagai Pranata Komputer Utama Seksi Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas 
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dan angkutan Dinas Perhubungan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau 

mengatakan bahwa, terdapat sejumlah program dan kebijakan yang telah dijalankan 

oleh Dishub Kota Medan dalam rangka pembinaan pengemudi angkutan umum 

sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016. Salah satu program utama yang 

dijelaskan adalah Abdi Yasa Teladan sebuah program diklat (pendidikan dan 

pelatihan) yang bertujuan untuk mencari dan membina pengemudi-pengemudi yang 

dapat menjadi teladan di lapangan. Program ini menyasar pengemudi dari berbagai 

jenis angkutan umum seperti angkot KPUM, taksi, dan mitra angkutan lainnya. Para 

pengemudi yang terlibat diberikan pelatihan mengenai disiplin, keselamatan 

berkendara, dan etika pelayanan terhadap penumpang.  

Selain program pembinaan, Dishub juga menjalankan kebijakan yang 

mendukung program nasional seperti pengurangan emisi dan pengembangan smart 

city. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan ini adalah beroperasinya bus listrik di 

Kota Medan. Hal ini merupakan bagian dari transformasi transportasi kota menuju 

sistem yang lebih tertib, modern, dan ramah lingkungan. Pemasangan rambu lalu 

lintas pun dilakukan melalui kajian dan analisis teknis, tidak asal pasang, sehingga 

menunjukkan bahwa setiap kebijakan dijalankan berdasarkan pertimbangan yang 

matang. Untuk memastikan efektivitas program-program tersebut, Dishub 

melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan. Evaluasi ini mencakup pengujian 

kendaraan bermotor dan penilaian terhadap perilaku pengemudi yang telah 

mengikuti pelatihan.  

Jika ditemukan pelanggaran atau catatan buruk, maka pengemudi tersebut 

bisa saja dikeluarkan dari program lanjutan. Evaluasi juga dilakukan melalui razia 
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gabungan dengan Satpol PP dan Kepolisian, terutama di titik-titik rawan 

pelanggaran seperti kawasan Sisingamangaraja. Dishub juga memiliki kebijakan 

penanganan terhadap ketidaktertiban di lapangan, seperti konflik antar sopir atau 

pelanggaran aturan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah sosialisasi, edukasi 

langsung, pelibatan psikolog dalam pelatihan, serta tindakan tegas terhadap 

pelanggaran. Semua program ini tidak hanya dijalankan, tetapi juga dievaluasi dan 

disempurnakan secara berkelanjutan demi terciptanya transportasi yang lebih aman, 

tertib, dan profesional di Kota Medan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurmalinda Pane, SE 

sebagai Pengawas satuan pelayanan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau 

mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan telah merancang dan 

melaksanakan sejumlah program serta kebijakan dalam rangka menjalankan 

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan 

Umum. Salah satu program unggulan adalah Abdi Yasa Teladan, yang merupakan 

kegiatan pelatihan bagi pengemudi angkutan umum untuk meningkatkan disiplin, 

etika berkendara, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Dishub 

juga mulai menerapkan kebijakan transportasi berkelanjutan dengan menghadirkan 

bus listrik sebagai upaya mendukung transportasi ramah lingkungan.  

Evaluasi terhadap efektivitas program dilakukan secara rutin setiap 

triwulan, melibatkan pihak eksternal seperti kepolisian dan Satpol PP. Dalam 

evaluasi ini, aspek teknis kendaraan dan perilaku pengemudi turut diperiksa. Bagi 

pengemudi yang melanggar aturan, sanksi diberikan dalam bentuk pencabutan hak 

pelatihan lanjutan. Dishub juga aktif menyosialisasikan kebijakan kepada 
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pengemudi, termasuk melalui pendekatan psikologis untuk membentuk karakter 

yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak 

hanya teknis semata, tetapi juga berorientasi pada pengembangan kualitas sumber 

daya manusia. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Norman Soni 

sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau 

mengatakan bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan berbagai 

program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 

2016 mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum. Salah satu program 

utamanya adalah Abdi Yasa Teladan, yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan 

bagi pengemudi angkot, taksi, dan jenis angkutan lainnya. Program ini dirancang 

untuk meningkatkan kedisiplinan, keselamatan, serta sikap profesional dalam 

pelayanan.  

Selain itu, Dishub juga mendukung kebijakan nasional terkait pengurangan 

emisi, salah satunya dengan mengoperasikan bus listrik sebagai bagian dari 

pengembangan transportasi berkelanjutan di Kota Medan. Pelaksanaan program-

program tersebut dievaluasi secara rutin setiap triwulan melalui pengujian 

kendaraan dan pemantauan terhadap perilaku pengemudi. Jika ditemukan 

pelanggaran, tindakan korektif akan diambil, termasuk kemungkinan pencabutan 

hak mengikuti pelatihan lanjutan. Dishub juga melakukan pembinaan melalui 

sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi dengan instansi lain seperti kepolisian, Satpol 

PP, serta melibatkan psikolog. 
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Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber dapat disimpulkan 

bahwa, Dinas Perhubungan Kota Medan telah memiliki dan menjalankan sejumlah 

program serta kebijakan yang mendukung implementasi Peraturan Daerah No. 9 

Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum. Program utama yang 

konsisten dilaksanakan adalah Abdi Yasa Teladan, yang berfungsi sebagai media 

pembinaan dan pelatihan bagi pengemudi angkutan umum dalam rangka 

meningkatkan kedisiplinan, keselamatan, dan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. Selain itu, Dishub juga menunjukkan dukungan terhadap kebijakan 

nasional melalui langkah konkret seperti pengoperasian bus listrik sebagai bagian 

dari upaya mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah 

lingkungan.  

Seluruh program yang dilaksanakan Dishub tidak hanya dijalankan, tetapi 

juga dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan efektivitasnya. 

Evaluasi ini mencakup aspek teknis kendaraan, perilaku pengemudi, serta 

kepatuhan terhadap aturan, dan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, 

seperti kepolisian dan Satpol PP. Apabila ditemukan pelanggaran, Dishub tidak 

segan memberikan sanksi berupa pencabutan hak mengikuti pelatihan. Upaya lain 

seperti sosialisasi, pembinaan psikologis, dan edukasi juga terus dilakukan agar 

pengemudi tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki sikap profesional 

dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, program dan kebijakan yang 

diterapkan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembinaan pengemudi 

secara menyeluruh dan berkelanjutan. 
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4.2.4 Adanya Target Group 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ranto Agustinus 

Simanungkalit sebagai Kepala Seksi Angkutan Jalan Dishub Kota Medan pada hari 

Senin, 24 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, target utama dalam implementasi 

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 adalah para pengemudi angkutan umum yang 

menggunakan kendaraan berpelat kuning. Kelompok ini meliputi pengemudi 

angkot, angkutan barang, taksi, dan berbagai jenis kendaraan umum lainnya yang 

secara langsung berada di bawah kewenangan Dishub Kota Medan. Fokus 

pembinaan dan penindakan terhadap kelompok ini dilakukan karena mereka 

memiliki peran penting dalam sistem transportasi publik dan berdampak langsung 

pada keselamatan serta kenyamanan masyarakat pengguna jalan.  

Sementara itu, pengemudi kendaraan pribadi atau berpelat hitam tidak 

termasuk dalam sasaran utama Dishub Kota Medan karena berada di luar 

kewenangannya. Namun, dalam kegiatan lapangan seperti razia gabungan, Dishub 

dapat bekerja sama dengan Satlantas Polrestabes Medan, sehingga penindakan 

terhadap pelanggaran yang melibatkan kendaraan pribadi juga dapat dilakukan 

secara terpadu sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal menjangkau target 

pembinaan, Dishub Kota Medan juga menegaskan bahwa wilayah cakupan 

pembinaan hanya sebatas pada pengemudi angkutan umum yang beroperasi di 

dalam wilayah Kota Medan. Untuk angkutan yang memiliki rute lintas kabupaten 

atau antar kota, seperti KUPJ atau AKDP, kewenangannya berada di tingkat 

Provinsi Sumatera Utara.  
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Dengan demikian, pendekatan pembinaan dilakukan sesuai dengan wilayah 

kerja masing-masing instansi. Dishub Kota Medan juga tidak membedakan 

perlakuan antara satu jenis angkutan umum dengan yang lain. Baik itu angkot, 

angkutan barang, maupun angkutan online, selama mereka beroperasi di wilayah 

Kota Medan dan masuk kategori angkutan umum, maka mereka tetap menjadi 

bagian dari target pembinaan dan penegakan aturan. Mekanisme pembinaan dan 

pengawasan dilakukan melalui kewajiban uji KIR yang mengatur kelayakan 

kendaraan, serta razia berkala untuk memastikan bahwa semua pengemudi 

mematuhi peraturan yang ditetapkan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Febrian 

Anggia sebagai Pranata Komputer Utama Seksi Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas 

dan angkutan Dinas Perhubungan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau 

mengatakan bahwa, target utama dalam implementasi Peraturan Daerah No. 9 

Tahun 2016 tentang pembinaan pengemudi angkutan umum tidak hanya mencakup 

para pengemudi angkutan umum saja, tetapi juga perusahaan angkutan. Pengemudi 

yang dimaksud termasuk mereka yang mengemudikan angkot, angkutan barang, 

taksi, becak bermotor, hingga kendaraan roda empat yang digunakan untuk layanan 

angkutan online. Semua pengemudi ini dianggap sebagai bagian penting dari sistem 

transportasi dan karenanya menjadi sasaran utama dalam pembinaan agar mereka 

mampu menjalankan tugas dengan disiplin, aman, dan tertib sesuai aturan yang 

berlaku. Selain pengemudi, perusahaan angkutan juga menjadi bagian dari target 

group yang mendapatkan pembinaan.  
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Dinas Perhubungan mengarahkan perusahaan agar selalu mendaftarkan 

armadanya secara resmi dan memastikan seluruh kendaraan yang dioperasikan 

dalam kondisi layak jalan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kecelakaan 

atau gangguan pelayanan yang diakibatkan oleh kendaraan yang tidak memenuhi 

standar teknis. Menariknya, pendekatan pembinaan yang dilakukan tidak 

membedakan jenis angkutan. Semua jenis angkutan umum, baik yang konvensional 

seperti angkot dan taksi, maupun angkutan online, mendapatkan perlakuan yang 

sama dalam pembinaan. Materi pelatihan yang diberikan meliputi pemahaman 

rambu lalu lintas, etika berkendara, hingga pentingnya keselamatan pengguna jalan. 

Meskipun demikian, cakupan wilayah pembinaan dibatasi oleh batas administratif 

Kota Medan.  

Pengemudi yang beroperasi di luar kota, seperti angkutan Medan–Binjai 

atau Medan–Deli Serdang, berada di bawah kewenangan Dishub Provinsi. Oleh 

karena itu, target pembinaan lebih difokuskan pada mereka yang benar-benar 

beroperasi di dalam kota. Selain itu, terdapat mekanisme khusus untuk memastikan 

seluruh pengemudi dan kendaraan umum memenuhi standar, salah satunya melalui 

pengujian kendaraan (uji KIR). Standar yang diperiksa mencakup kelayakan teknis 

dan perlengkapan keselamatan, dan pengemudi yang tidak memenuhi ketentuan 

akan dikenai tindakan. Dengan pendekatan ini, Dishub berharap seluruh target 

group dapat memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan 

profesional. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurmalinda Pane, SE 

sebagai Pengawas satuan pelayanan pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau 
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mengatakan bahwa, target utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 

2016 adalah para pengemudi angkutan umum yang menggunakan kendaraan 

berpelat kuning. Kelompok ini terdiri dari pengemudi angkutan kota (angkot), 

angkutan barang, taksi, serta angkutan umum berbasis aplikasi yang beroperasi 

secara resmi di wilayah Kota Medan. Fokus pembinaan dan pengawasan terhadap 

kelompok ini dilakukan karena mereka memiliki tanggung jawab langsung terhadap 

pelayanan transportasi publik dan sangat berpengaruh terhadap keselamatan serta 

kenyamanan pengguna jalan. Cakupan pembinaan juga terbatas pada wilayah 

administratif Kota Medan sesuai dengan kewenangan instansi. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Norman Soni 

sebagai Pengadministrasi Perkantoran pada hari Senin, 24 Maret 2025, Beliau 

mengatakan bahwa, target utama dalam implementasi Peraturan Daerah No. 9 

Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum mencakup dua 

kelompok besar, yakni para pengemudi dan perusahaan angkutan. Pengemudi yang 

menjadi sasaran pembinaan meliputi mereka yang mengoperasikan kendaraan 

umum seperti angkutan kota (angkot), taksi, angkutan barang, becak bermotor, 

hingga kendaraan roda empat yang digunakan untuk layanan angkutan berbasis 

aplikasi atau daring. Seluruh pengemudi tersebut dianggap sebagai bagian penting 

dalam sistem transportasi publik karena mereka berinteraksi langsung dengan 

pengguna jalan, sehingga diperlukan pembinaan agar dapat memberikan pelayanan 

yang tertib, aman, dan sesuai ketentuan.  

Selain pengemudi, perusahaan angkutan juga termasuk dalam kelompok 

sasaran pembinaan. Dinas Perhubungan memberikan arahan agar seluruh 
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perusahaan mendaftarkan armadanya secara resmi serta memastikan kendaraan 

yang beroperasi dalam kondisi layak jalan. Pembinaan dilakukan tanpa 

membedakan jenis angkutan, baik konvensional maupun berbasis teknologi. 

Kegiatan pembinaan ini mencakup edukasi tentang aturan lalu lintas, keselamatan 

berkendara, dan etika pelayanan publik. Wilayah pembinaan difokuskan hanya 

pada kendaraan yang beroperasi di dalam Kota Medan, sesuai dengan kewenangan 

instansi yang bersangkutan. 

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber dapat disimpulkan 

bahwa, target utama dalam implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 

tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan tidak hanya 

difokuskan kepada para pengemudi kendaraan angkutan umum yang menggunakan 

pelat kuning, tetapi juga mencakup perusahaan angkutan. Pengemudi yang menjadi 

sasaran pembinaan meliputi pengemudi angkot, taksi, angkutan barang, becak 

bermotor, hingga pengemudi kendaraan berbasis aplikasi. Hal ini didasari oleh 

peran sentral mereka dalam mendukung sistem transportasi publik yang aman, 

nyaman, dan tertib. Selain itu, perusahaan angkutan diarahkan untuk bertanggung 

jawab dalam menjamin kelayakan armada melalui legalitas administrasi dan 

pemenuhan standar teknis.  

Mekanisme pembinaan dilakukan secara menyeluruh, tanpa membedakan 

jenis angkutan, baik konvensional maupun modern. Kegiatan pembinaan meliputi 

pelatihan tentang keselamatan berkendara, etika berlalu lintas, dan pemahaman 

aturan hukum. Adapun wilayah pembinaan dibatasi pada area administrasi Kota 

Medan, sedangkan angkutan lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan 
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pemerintah provinsi. Dengan pendekatan ini, Dinas Perhubungan Kota Medan 

berupaya memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam layanan angkutan umum 

mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai regulasi. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Adanya Komunikasi 

Menurut George C. Edward III dalam Pramono (2020) menyatakan bahwa 

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan 

dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target 

group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 

Komunikasi menurut Ayuningtyas & Rahman (2020)bertujuan untuk 

meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial. Dengan 

demikian komunikasi dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi apabila 

komunikasi dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien. 

Menurut Iwanda Lubis (2020) Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat 

dominan dalam kehidupan sehari-hari melalui komunikasi orang dapat 

merencanakan masa depannya, membentuk kelompok, mengenal orang lain. 

Komunikasi bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung. 

Menurut Nurhadi & Kurniawan (2017) komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain melalui berbagai media, 
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dengan tujuan menghasilkan efek kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), dan 

konatif/behavioral (perubahan perilaku). 

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan 

dalam menjalankan Perda No. 9 Tahun 2016 merupakan bentuk komunikasi 

kebijakan publik. Tujuannya adalah agar pemerintah dan pihak yang terlibat, seperti 

pengemudi dan perusahaan angkutan umum, memiliki pemahaman yang sama 

terhadap aturan tersebut. Komunikasi ini tidak hanya dilakukan satu arah, yaitu 

pemerintah menyampaikan informasi, tetapi juga berlangsung dua arah. Artinya, 

ada pertukaran informasi, pemahaman, dan juga tanggapan atau umpan balik dari 

para pengemudi dan perusahaan. Proses seperti ini terus dilakukan agar kebijakan 

bisa benar-benar dipahami dan dijalankan dengan baik. Dishub menyampaikan 

informasi lewat berbagai cara. Secara formal, mereka menggunakan surat resmi, 

kegiatan sosialisasi, dan pelatihan sementara secara informal, mereka 

berkomunikasi lewat pertemuan langsung dan juga memanfaatkan media sosial. Ini 

dilakukan supaya semua pihak yang berkepentingan bisa mengetahui dan 

memahami isi Perda dengan jelas. Cara komunikasi ini menunjukkan bahwa Dishub 

ingin terbuka dan melibatkan semua pihak dalam pelaksanaan kebijakan. 

Keberhasilan aturan tidak hanya ditentukan oleh isinya saja, tapi juga oleh seberapa 

jauh aturan itu dimengerti dan diterima oleh masyarakat, khususnya oleh para 

pengemudi. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada kendala. Misalnya, masih 

banyak pengemudi yang belum terdaftar secara resmi atau bekerja secara tidak 

tetap. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga komunikasi juga harus 

bisa menyesuaikan dengan situasi sosial dan ekonomi para pengemudi. Dalam 
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konteks ini, komunikasi dari Dishub berperan sebagai penghubung antara aturan 

pemerintah dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, 

komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi 

cara untuk membentuk kepatuhan melalui pendekatan yang mendidik, membujuk, 

dan melibatkan masyarakat secara aktif. 

Berdasarkan pernyataan teori di atas, dapat diketahui bahwa komunikasi 

yang terjadi dalam implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan 

Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan merupakan elemen penting untuk 

memastikan semua pihak memahami isi dan tujuan dari kebijakan tersebut. 

Komunikasi ini tidak hanya bersifat satu arah dari pemerintah ke masyarakat, tetapi 

juga berlangsung secara dua arah, yaitu dengan menerima masukan, tanggapan, dan 

keluhan dari para pengemudi maupun perusahaan angkutan umum. 

Hal ini dibuktikan melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Medan, seperti penyampaian informasi saat proses perizinan 

kendaraan, pelaksanaan program pembinaan seperti “Abdi Yasa Teladan”, serta 

penggunaan media sosial, media massa, dan surat resmi untuk menjangkau sasaran 

secara lebih luas. Selain itu Dishub juga menyesuaikan metode komunikasi agar 

tetap dapat menjangkau pengemudi yang tidak terdaftar secara resmi. Dengan 

demikian, komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga 

menjadi sarana membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan dalam 

praktik penyelenggaraan transportasi. 
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4.3.2 Adanya Sumber Daya 

 Menurut George C. Edward III dalam Pramono (2020) menyatakan bahwa 

Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya 

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor 

dan sumber daya finansial. 

 Menurut Laary & Dengo (2022) menyatakan bahwa Sumber daya 

mempunyai peran penting dalam pengimplementasian kebijakan. Ketersediaan 

sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga target 

dari kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai. Tingkat kesesuaian kualitas dan 

kompetensi sumber daya manusia dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam 

kebijakan juga perlu diperhatikan. 

 Menurut Setiawan (2023) Sumber daya yaitu mencakup unsur organisasi, 

manusia, dan teknologi sebagai input utama dalam operasionalisasi system. 

 Menurut Nuraini & Bakti (2018) Sumber daya mencakup berbagai aspek 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aktivitas, seperti alat, waktu, informasi, dan 

kapasitas kelembagaan. 

 Keberadaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan publik 

menunjukkan sejauh mana suatu lembaga mampu menjalankan tugasnya dengan 

baik. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menunjukkan bahwa 

mereka memiliki kemampuan yang cukup. Hal ini terlihat dari adanya tenaga kerja 
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yang profesional, anggaran yang memadai, serta sarana dan prasarana yang 

mendukung. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian menjadi bagian penting 

dalam menjalankan kebijakan. Adanya pegawai yang terlatih, seperti lulusan 

Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang memahami teknis lalu lintas, 

membuat pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai aturan. Keahlian ini penting 

agar kegiatan seperti pemasangan rambu lalu lintas atau pengaturan jalan tidak 

dilakukan sembarangan, tetapi berdasarkan kajian yang jelas. Selain itu, anggaran 

dan fasilitas juga sangat membantu tugas para pegawai. Anggaran digunakan untuk 

mendanai program pelatihan, pengawasan, dan kegiatan operasional sehari-hari. 

Sementara itu, fasilitas seperti ruang pelatihan, kendaraan dinas, dan perangkat 

digital membantu kelancaran pekerjaan baik di kantor maupun di lapangan. Dishub 

Kota Medan juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak luar. Ini menunjukkan 

bahwa mereka memanfaatkan jaringan atau hubungan kerja sama untuk mendukung 

program yang dijalankan. Adanya pelatihan yang terus berlanjut dan pertukaran 

pengetahuan dari pemerintah pusat ke daerah menunjukkan bahwa kemampuan 

pegawai terus ditingkatkan. Dengan demikian, sumber daya bukan hanya dilihat 

dari jumlah atau ketersediaannya saja, tetapi juga dari kesiapan lembaga dan 

pegawainya dalam menjalankan kebijakan secara baik dan berkelanjutan. 

Berdasarkan pernyataan teori di atas dapat diketahui bahwa adanya sumber 

daya yang tersedia dalam implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan menjadi salah satu faktor 

penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya tersebut 

tidak hanya mencakup aspek kuantitas, tetapi juga kualitas dari sumber daya 
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manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta kemampuan membangun jejaring 

kerja antar lembaga. 

Hal ini dibuktikan dengan kesiapan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam 

menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Salah satunya adalah 

dengan melibatkan lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang 

memiliki keahlian teknis di bidang lalu lintas dan transportasi. Selain itu, Dinas 

Perhubungan juga didukung oleh anggaran yang cukup untuk menjalankan berbagai 

program pembinaan dan pengawasan terhadap pengemudi angkutan umum. 

Ketersediaan sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional, ruang pelatihan, 

serta perangkat administrasi digital, turut mendukung kelancaran pelaksanaan 

kebijakan ini. Kerja sama dengan pihak luar, seperti kepolisian, lembaga pelatihan, 

dan pemerintah pusat, juga menunjukkan adanya pemanfaatan sumber daya sosial 

secara strategis. Melalui pelatihan yang dilakukan secara bertahap, Dinas 

Perhubungan menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kemampuan 

lembaga secara berkelanjutan. 

 

4.3.3 Adanya Program atau Kebijakan 

 Menurut Sumaryadi dalam Albari,dkk (2019) Adanya program atau 

kebijakan yang dilaksanakan. Unsur ini merujuk pada adanya kebijakan atau 

program yang telah dirumuskan dan siap untuk diimplementasikan. Kebijakan 

tersebut harus jelas, realistis, dan memiliki tujuan yang spesifik agar dapat 

dilaksanakan dengan efektif. Kejelasan dalam perumusan kebijakan akan 
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memudahkan proses implementasi dan meminimalkan interpretasi yang berbeda di 

kalangan pelaksana. 

Menurut Wahab dalam Hanum (2019) Adanya program atau kebijakan yaitu 

adanya kumpulan kegiatan-kegitan nyata, sistematis, dan terpadu yang 

dilaksanakan oleh satu atau beberapa oganisasi pemerintah ataupun dalam rangka 

kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan parisipasi aktif masyarakat guna 

mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Subarsono (2019) Adanya program atau kebijakan menunjukkan 

bahwa pemerintah telah mengambil keputusan atau serangkaian tindakan yang 

bersifat mengikat guna mengarahkan dan menyelesaikan masalah publik. 

Menurut Widodo (2018) Adanya program atau kebijakan menjadi dasar 

legitimasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, karena setiap tindakan 

pemerintah harus memiliki dasar kebijakan yang tertuang dalam dokumen formal. 

 Keberadaan program atau kebijakan yang dijalankan oleh Dinas 

Perhubungan (Dishub) Kota Medan mencerminkan fungsi strategis pemerintah 

daerah dalam mewujudkan tujuan publik melalui tindakan terencana. Program dan 

kebijakan bukan sekadar rangkaian kegiatan administratif, melainkan merupakan 

bentuk konkret dari intervensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial, 

dalam hal ini masalah transportasi dan perilaku pengemudi angkutan umum. 

Program seperti Diklat Abdi Yasa Teladan mencerminkan adanya desain kebijakan 

yang tidak hanya berorientasi pada regulasi, tetapi juga pada pembentukan perilaku 

dan budaya disiplin di kalangan pengemudi. Kebijakan ini berfungsi sebagai 



 

 

55 

 

 

 

instrumen perubahan sosial yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi 

yang lebih aman, tertib, dan berorientasi pada pelayanan publik. Artinya, kebijakan 

publik dalam bentuk program pelatihan berperan sebagai media edukatif, preventif, 

sekaligus korektif. Lebih lanjut, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program 

mencerminkan adanya siklus kebijakan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan penyesuaian. Ini menunjukkan bahwa program bukanlah kegiatan 

yang bersifat satu arah atau statis, tetapi bersifat dinamis dan adaptif terhadap 

kondisi lapangan. Adanya kerja sama dengan berbagai instansi juga 

memperlihatkan bahwa kebijakan publik modern menuntut pendekatan kolaboratif 

dan lintas sektor agar implementasinya berjalan efektif. 

 Berdasarkan pernyataan teori di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan 

program atau kebijakan merupakan bagian penting dalam implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di 

Kota Medan.  

Hal ini dibuktikan dengan adanya program pelatihan seperti Diklat Abdi 

Yasa Teladan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan secara 

rutin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap 

pengemudi agar lebih disiplin dan mampu memberikan pelayanan yang aman 

kepada masyarakat. Selain pelatihan, Dishub juga melakukan sosialisasi aturan lalu 

lintas dan pembinaan langsung kepada para pengemudi. Kegiatan-kegiatan tersebut 

menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat administratif, tetapi 

juga merupakan upaya nyata dalam membentuk perilaku pengemudi yang lebih 

baik. Evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk menilai efektivitas program dan 
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melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan demikian, program dan kebijakan ini 

mencerminkan pelaksanaan perda yang aktif, terencana, dan melibatkan berbagai 

pihak. 

 

4.3.4 Adanya Target Group 

Menurut Mamonto, dkk (2018) Target group yaitu kelompok masyarakat 

yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, 

perubahan atau peningkatan. 

Menurut Sumaryadi dalam Albari,dkk (2019:4) Target grup yaitu 

masyarakat atau individu yang menjadi target penerima manfaat dari kebijakan atau 

program yang dilaksanakan. Identifikasi yang tepat terhadap kelompok sasaran 

sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai pihak yang 

benar-benar membutuhkan. Pemahaman mendalam mengenai karakteristik, 

kebutuhan, dan kondisi kelompok sasaran akan meningkatkan relevansi dan 

efektivitas kebijakan. 

Menurut Dye (2017) Target group merupakan kelompok atau individu yang 

secara eksplisit diidentifikasi dalam kebijakan publik sebagai penerima manfaat, 

atau yang akan terpengaruh langsung oleh pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Menurut Arifin & Fitrani (2021) Target group merupakan kelompok sosial 

yang menjadi sasaran intervensi kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan 

tertentu dari pembuat kebijakan. 
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 Konsep target group dalam implementasi kebijakan publik, seperti yang 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, merujuk pada kelompok sasaran 

utama yang menjadi fokus intervensi kebijakan. Penetapan target group ini 

merupakan langkah strategis untuk memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan, 

karena sumber daya pemerintah terbatas dan perlu diarahkan pada pihak-pihak yang 

paling relevan atau terdampak langsung. Dalam konteks Peraturan Daerah No. 9 

Tahun 2016, target group ditentukan berdasarkan dua kriteria utama: tanggung 

jawab hukum dan operasional. Pengemudi angkutan umum yang menggunakan 

kendaraan berpelat kuning menjadi target utama karena mereka secara hukum 

berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan, bukan kepolisian lalu lintas 

seperti halnya kendaraan pribadi. Di sisi lain, perusahaan angkutan juga ditetapkan 

sebagai bagian dari target group karena mereka memiliki tanggung jawab 

administratif dan teknis terhadap kendaraan dan pengemudinya.  

Penetapan target group juga berfungsi untuk memfokuskan program 

pembinaan dan pengawasan pada kelompok yang paling berperan dalam 

mewujudkan tujuan regulasi, yaitu keselamatan, keteraturan, dan pelayanan 

transportasi umum yang baik. Dengan menyasar pengemudi dan perusahaan secara 

bersamaan, maka kebijakan tidak hanya menekankan aspek perilaku individu 

(mikro), tetapi juga tata kelola organisasi (makro). Selain itu, pembatasan secara 

geografis dalam menetapkan target group menunjukkan adanya pengelompokan 

kewenangan administratif. Dinas Perhubungan Kota Medan hanya berwenang 

membina pengemudi yang beroperasi di dalam wilayah kota, Dengan kata lain, 

penetapan target group oleh Dishub adalah upaya untuk memastikan kebijakan 
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diterapkan pada kelompok yang paling strategis, relevan, dan berada dalam lingkup 

tanggung jawab kelembagaan mereka. 

Berdasarkan pernyataan teori di atas, dapat diketahui bahwa adanya target 

group dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan menunjukkan bahwa 

kebijakan ini telah ditujukan secara tepat kepada kelompok yang berhak menerima 

manfaat. Kelompok sasaran tersebut terdiri dari para pengemudi angkutan umum 

dan perusahaan angkutan yang secara langsung terlibat dalam operasional 

transportasi di wilayah Kota Medan. 

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program pembinaan yang menyasar 

pengemudi kendaraan berpelat kuning, seperti angkot dan angkutan barang, yang 

berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan. Selain itu, perusahaan angkutan 

juga diwajibkan mendaftarkan armada mereka serta memastikan kendaraan dalam 

kondisi laik jalan sesuai ketentuan. Dinas Perhubungan juga membatasi cakupan 

pembinaan hanya pada pengemudi yang beroperasi di dalam wilayah Kota Medan, 

sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, penetapan target 

group ini menunjukkan bahwa kebijakan dilaksanakan secara terarah, sesuai 

dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing pihak. 

Berdasarkan penilitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembinaan 

Pengemudi Angkutan Umum di Kota Medan yaitu dimulai dari adanya komunikasi. 

Komunikasi yang terjalin antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dengan 
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pengemudi angkutan umum menjadi bagian penting dalam menjalankan Perda No. 

9 Tahun 2016, di mana berdasarkan hasil wawancara, komunikasi tersebut sudah 

berjalan cukup baik dimulai dari proses pengurusan izin operasional kendaraan 

yang wajib dilakukan oleh setiap pengusaha angkutan kepada pemerintah, yang 

sekaligus membuka ruang koordinasi dan komunikasi, dan selain mengurus hal 

administratif, Dishub juga aktif melakukan pembinaan, memberikan edukasi, serta 

pelatihan agar pengemudi dan perusahaan memahami dan mematuhi aturan yang 

berlaku, walaupun tetap ada kendala seperti adanya pengemudi yang belum 

terdaftar secara resmi dan masih rendahnya kesadaran terhadap aturan, sehingga 

untuk mengatasi hal itu Dishub menggunakan berbagai cara komunikasi mulai dari 

media sosial, surat resmi, sampai kegiatan sosialisasi agar semua pihak yang terlibat 

dapat dijangkau, dan tanggapan positif dari pengemudi terhadap upaya komunikasi 

ini menunjukkan bahwa mereka mulai mengerti pentingnya mematuhi aturan.  

Dalam mendukung pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2016 tersebut, Dinas 

Perhubungan Kota Medan memiliki sumber daya yang memadai, meliputi tenaga 

kerja yang terlatih termasuk lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) 

yang ahli di bidang transportasi, anggaran yang cukup, serta fasilitas pendukung 

seperti ruang pelatihan dan perangkat digital, ditambah kerja sama dengan lembaga 

lain seperti Jasa Raharja dan kepolisian untuk memperluas jangkauan serta 

meningkatkan kualitas pelatihan.  

Salah satu program utama yang diterapkan oleh Dishub adalah program 

“Abdi Yasa Teladan” yang bertujuan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada 

pengemudi angkutan umum untuk membentuk pengemudi yang disiplin, tertib, dan 
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mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta diiringi 

kebijakan yang mendukung program nasional seperti pengurangan emisi dan 

pengembangan transportasi ramah lingkungan melalui pengoperasian bus listrik di 

Kota Medan, yang semuanya dievaluasi secara rutin setiap tiga bulan dengan 

melibatkan pihak kepolisian dan Satpol PP demi memastikan keberlanjutan dan 

efektivitas program.  

Adapun target utama dari implementasi Perda ini adalah pengemudi 

angkutan umum berpelat kuning seperti pengemudi angkot, taksi, dan angkutan 

barang, serta perusahaan angkutan yang beroperasi di wilayah Kota Medan, 

sehingga pembinaan dapat tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal, sekaligus 

memastikan seluruh pihak memahami dan mematuhi aturan yang berlaku demi 

terciptanya pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan profesional bagi 

masyarakat.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Kebijakan pembinaan pengemudi angkutan umum di Kota Medan telah 

terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal hal ini diketahui berdasarkan 

kategorisasi penelitian yaitu:  

1. Adanya Komunikasi:  

Adanya komunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Medan dengan 

para pengemudi dan perusahaan angkutan umum menunjukkan bahwa 

hubungan koordinatif telah terjalin dengan cukup baik. Berbagai saluran 

komunikasi digunakan, baik melalui jalur formal seperti sosialisasi dan 

pertemuan resmi, maupun melalui pendekatan informal seperti dialog 

langsung. Melalui cara ini, informasi mengenai peraturan dan program 

pembinaan dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Namun, masih 

terdapat kendala dalam menjangkau seluruh pengemudi, terutama mereka 

yang belum terdaftar secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi 

masih perlu ditingkatkan agar lebih menyeluruh, mudah dipahami, dan 

mencakup seluruh sasaran yang dimaksud dalam kebijakan. 

2. Adanya Sumber Daya:  

Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki sumber daya yang cukup 

memadai, baik dari segi tenaga kerja yang kompeten maupun fasilitas 

pendukung yang tersedia. Sumber daya ini menjadi dasar penting dalam 
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pelaksanaan program pembinaan bagi pengemudi angkutan umum. Namun 

demikian, keterbatasan anggaran dan sumber daya internal masih menjadi 

hambatan dalam menjalankan program secara optimal. Untuk mengatasi hal 

tersebut, Dinas Perhubungan menjalin kerja sama dengan instansi terkait, 

sehingga jangkauan serta kualitas pelatihan dapat ditingkatkan dan 

memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pengemudi. 

3. Adanya Program atau Kebijakan:  

Program pembinaan seperti Abdi Yasa Teladan telah dilaksanakan 

secara rutin dan menunjukkan komitmen Dinas Perhubungan dalam 

meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan pengemudi. Namun, evaluasi 

berkala terhadap efektivitas program masih perlu ditingkatkan untuk 

memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat beradaptasi dengan 

kebutuhan di lapangan dan memberikan dampak yang signifikan. 

4. Adanya Target Group:  

Target utama dari Perda ini adalah pengemudi angkutan umum 

berpelat kuning dan perusahaan angkutan. Pendekatan pembinaan tidak 

dibedakan berdasarkan jenis angkutan, tetapi pelaksanaan pembinaan 

dibatasi pada wilayah Kota Medan. Tantangan yang dihadapi adalah 

memastikan semua pengemudi dan kendaraan memenuhi standar yang 

ditetapkan, serta mengatasi masalah pengemudi yang beroperasi di luar 

kewenangan Dishub. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba 

memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan pembinaan pengemudi 

angkutan umum di Kota Medan: 

1. Dinas Perhubungan perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih 

inklusif dan adaptif, terutama untuk menjangkau pengemudi yang tidak 

terdaftar secara resmi. Penggunaan media sosial, aplikasi mobile, dan 

platform digital lainnya dapat dimaksimalkan untuk menyebarkan informasi 

penting secara lebih luas dan efektif. 

2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program pembinaan dan pelatihan 

agar dapat menjangkau lebih banyak pengemudi dan memperbaiki fasilitas 

yang ada. Mengembangkan program pelatihan yang lebih beragam dan 

terfokus, termasuk pelatihan online yang dapat diakses oleh pengemudi 

kapan saja, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan waktu dan 

kemampuan mereka.  

3. Melakukan evaluasi secara berkala dan mendalam terhadap efektivitas 

program pembinaan yang telah dilaksanakan. Hasil dari evaluasi tersebut 

perlu dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dan 

perbaikan program, agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta 

kondisi nyata yang dihadapi oleh para pengemudi dan penyelenggara 

transportasi. 

4. Mengintegrasikan umpan balik dari pengemudi dan perusahaan angkutan 

dalam proses evaluasi untuk memastikan bahwa program yang dijalankan 
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relevan dan bermanfaat. 

5. Membangun kerjasama yang lebih erat dengan instansi terkait, seperti 

kepolisian dan lembaga transportasi lainnya, untuk memastikan bahwa 

semua pengemudi, baik yang terdaftar maupun tidak, mendapatkan 

informasi dan pelatihan yang diperlukan. 
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Ibu    : Lailatul Husna 

 

Riwayat Pendidikan 

1. Tamat dari SD SWASTA ERIA Medan,Tahun 2015,Berijazah   

2. Tamat dari SMP SWASTA AL - ULUM Medan,Tahun 2018,Berijazah  

3. Tamat dari SMK YPK Medan,Tahun 2021,Berijazah   

4. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,Fakultas Ilmu  

Sosial dan Ilmu Politik,Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun  

2021-Sekarang  

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

Medan 20 Juni 2025 

 Hormat saya  

 

 

 

         Mussaddad Khairil Azmi 


